
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, disebutkan “bahwa 

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):



10. 

11. 

12. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056),



13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

2, 

22. 

23. 

21. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323): 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 

Nomor 12), 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2023 Nomor 3): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional



22. 

23. 

23, 

26. 

27. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2022 Nomor 12), 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2023 Nomor 3), 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2024 Nomor 2), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran, 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

€: Neraca:



d. Laporan Operasional: 

e. Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 941.905.420.996,24 

b. Belanja Rp. 987.701.541.839,00 

Surpus/ Defisit Rp (45.796.120.892,76) 

c. Pembiayaan 

1) Penerimaan Rp. 104.285.365.642,47 

2) Pengeluaran Rp. 1.250.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 103.035.365.642,47 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 

1. (Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp (438.167.228,09), dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan Rp. 942.343.588.224,33 

b. Realisasi Rp. 941.905.420.996,24 

Selisih Rp. (438.167.228,09) 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp(51.444.076.215,80) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah 

Perubahan Rp. 1.039.145.618.104,80 

b. Realisasi Rp.  987.701.541.889,00 

Selisih Rp. (51.444.076.215,80) 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah 

Rp. 51.005.908.987,71 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (96.802.029.880,47) 

b. Realisasi Rp.  (45.796.120.892,76) 

Selisih Rp. 51.005.908.987,71 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp. (6.233.335.762,00) dengan rincian sebagai berikut:



a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 98.052.029.880,4 

b. Realisasi Rp. 104.285.365.642,47 

Selisih Rp. (6.233.335.762,00) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

Setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,00 

b. Realisasi Rp. 1.250.000.000,00 

Selisih Rp. 0,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp. (6.233.335.762,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 96.802.029.880,47 

b. Realisasi Rp. 103.035.365.642,47 

Selisih Rp. (6.233.335.762,00) 

Pasal 4 

Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 

Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset Rp. 1.627.373.090.942,10 

b. Jumlah kewajiban Rp. 182.302.703.724,05 

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.445.070.387.218,05 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai 

berikut : 

a. Saldokasawalper 1 Januari Tahun 2023 Rp. 104.285.225.076,47 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 115.187.047.374,24 

c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi 

Aset non-keuangan Rp. (162.233.168.267,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 0,00 

k. Saldo kas akhir per 31 Desember 

Tahun 2023 Rp. 57.239.244.649,71 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 

Desember 2023 terdiri atas, 

a. Pendapatan Rp. 824.305.724.195,76 

b. Beban Rp. 859.680.694.334,38



Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional Rp. (35.374.970. 139,12) 

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional Rp. (263.646.419,62) 

e. Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp. (35.825.371.626,74) 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023, terdiri atas: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 104.285.225.176,47 

b. Penggunaan SAL Rp. 104.285.365.642,47 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 57.239.244.749,71 

Koreksi Kesalaham Pembukuan 

Tahun Sebelumnya Rp. 140.466,00 

e. Lain-lain Rp. 0.00 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 57.239.244.749,71 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f 

per 31 Desember 2023, terdiri atas: 

a. Ekuitas Awal Rp. 1.481.306.276.636,26 

b. Surplus/Defisit LO Rp. (35.825.371.626,74) 

c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan / Kesalahan Mendasar Rp. (410.517.791,47) 

d. Ekuitas Akhir Rp. 1.445.070.387.218,05 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g 

Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban palaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan daerah 

dan Organisasi, 

Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,



Lampiran 1.4 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

a
c
 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 
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a
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aa Lampiran XI 

Lampiran XII —
 

. 

. Lampiran XIII 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVII 4
0
?
 

O
P
 

BH 

s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

u. Lampiran XX.1 

v. Lampiran XX.2 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan, 

: Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan, 

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: 

: Laporan Operasional, 

: Laporan Perubahan Ekuitas, 

: Necara, 

: Laporan Arus Kas, 

: Catatan atas Laporan Keuangan, 

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, 

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih: 

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir, 

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: 

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah, 

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, 

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, 

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, 

: Daftar dana cadangan daerah, 

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek, 

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang, 

: Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

dengan akhir tahun anggaran dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran berikutnya, 

: Ihtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah, 

: Ihtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, 

: Ihtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi) Badan 

Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, 

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 25 September 2024 

Diundangkan di Suwawa 

Pada Tanggal 28 $eptember 2024 
Pj. SEKRETABIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

AN NADJAMUDDIN, S.H, M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19661218 199603 1 003 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (1/12/2024) 



rancangan Perda kabupaten/ kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi 

sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

Saran : Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bupati Bone 

Bolango dapat mempertimbangkannya. 

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan dan 

persetujuan Bapak kami mengucapkan terima kasih. 



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Jin. Ulantha Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa 96184 

TELAAHAN STAF 

Kepada : Yth Bupati Bone Bolango 
Dari : Kepala TP Kabupats Bone Bolango 
Nomor : 100.3-2/ GKPO - IT. Star /IS1-A /V/ 2011 
Tanggal : 13 Juni 2024 
Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Bolango TA. 
2023. 

Dasar 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango danKabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

3. Peraturan Pemerintah Nomo 12 Tahun 2019 tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6322): 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Progo Eu ketel 

Malang 

| 

E
N
 

N
a
 

N
N



Menimbang 

Tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450): 

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2023, 

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 03 Tahun 

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2023, 

10.Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang 

telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2023. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1), (2), 

(3) dan (4) dan Ketentuan Pasal 196 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah 

menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan 

BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir, Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dibahas Kepala 

Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama, 

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud, 

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 


